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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 238 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentc>ng Sistem Budi Daya
Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan
dan Tumbuhan;

4. Undang-Undang Nomo,. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pu[au Kedl;
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10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan;

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tontang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diuuah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Unrlang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dar Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
NegaralDaerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian
Zoonosis;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan I-<esejahteraan Hewan;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
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29. Peraturan Pemerintah Nemor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 1:', Tahun 2006 tentang
Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam hlegeri Nemer 21
Tahun 2011;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta;

32. Pl:lraturan Menteri Kehutanan Nemer P.42/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentp.ri Kehutanan Nemer
P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja
Pengelelaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;

33. Peraturan Menteri Kehutanan Nomer P.41/Menhut-II/2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;

34. Peraturan Menteri Kehutanan Nemer P,42/Menhut-II/2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang bl3rasal dari Hutan Tanaman
pada Hutan Produksi;

35. Peraturan Menteri Kehutanan Nemer P.43/Menhut-II/2014 tentang
Penilaian Kinerja Pengelelaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Huten Hak;

36. Peraturan Menteri Kehutanan Nemer P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu;

37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

38. Kepu:usan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata
Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan
Satwa Liar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINA::: KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur in; yang dimaksud der,gan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonorr,ian Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan pp.ngelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9 Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
karena kedudukannya ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah disingkat BUD.

11. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya
disebut DKPKP adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pallgan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

14. Kabupaten Administrasi adalah Kaburaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Wali'<ata adalah Walikota Kota Administrasi.

16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

17. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang
selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku Dinas Kelautan,
Pertanian dan Ketahanall Pangan KotR Administrasi.

18. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah
Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahan.3n Pangan Kabupaten
Administrasi.

19. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan
Ketahanan Pangan pada Kota/Kabupaten Administrasi.

20. Kecamatan adalah Kecamatan di Provins! Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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21. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
adalah Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kecamatan pada Kota Administrasi.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

24. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

25. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diang:<at oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
dismahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

26. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Neyara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu terte'ltu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal2

(1) DKPKP merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan,
perikanan, pertanian, peternakcln, kehutanan dan ketahanan pangan.

(2) DKPKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) DKPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Perekonomian.

Pasal 3

(1) DKPKP mempunyai tugas melaksanakan rumpun urusan kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPKP
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencena strategis dan rencana kerja dan anggaran
DKPKP;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
DKPKP;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar tekr.lis urusan kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan r.etahanan pangan;
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d. pembangunCln pengembangan dan pembinann kegiatan rumpun
urlJsan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

e. pengendalian kesehatan hewan dan perlindungar. sumber daya
kelautan, perikanan, pete,nakan, pertanian tcmaman pangan dan
hortikultura;

f. pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

g. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh
bahan pangan asal hewan, tanaman dan ikan;

h. pemantauan dan pengendalian ketersediaan, kecukupan dan
kec.manan bahan pangan dalam rangka ketahanan pangan;

i. pengelolaan sistem informasi rumru,' urusan kelautan, perikanan,
pertanian, kehutanan, peternakan dan ketahanan pangCln;

j. fasilitasi pemasaran hasii rumpun urusan kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan dan kehutanan;

k. pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

I. fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha pertanian
tanaman pangan, hortikultura, peternakan, peril"'man, kelautan dan
kehutanan;

m. penyelenggaraan standardisasi di bidang kegiatan rumpun urusan
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, ke~,utanan dan ketahanan
pangan;

n. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau
kecil, hutan kota dan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah;

o. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bicJang kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

p. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah
di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

r. pengawasan dan pengendalian izin di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

s. pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan
pengendalian di bidang kelautar., perikanan, pertanian, peternakan,
kehlltanan dan ketahanan pangan;

t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DKPKP;

v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DKPKP;

w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DKPKP; dan

x. p81aporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
DKPKP.
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BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan organisasi DKPKP, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;

2. Subbagic\n Kepegawaian;

3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan

4. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Kelautan, terdiri dari :

1. Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;

2. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan.

d. Bidang Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya;

2. Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap; dan

3. Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Peternakan;

2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

3. Seksi KE.sehatan Hewan.

f. Bidang Pertaniar., terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Pertanian Perkotaan;

2. Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; dan

3. Seksi Pengendalian Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.

g. Bidang Kehutanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan Hutan dan Penghijauan;

2. Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan; dan

3. Seksi Konservasi Sumberdaya Hutan.

i. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pang,m; dan

3. Seksi Penyuluhan.
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j. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Administrasi;

k. Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Administrasi;

I. Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan;
>

m. Unit Pelaksana Teknis; dan

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi DKPKP sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. rnemimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi DKPKP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku
Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. mela~sanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta. dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
DKPKP; dan

d. melaporkar. dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
DKPKP.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal6

(1) Sekretariat merupakan un;t kerja staf DKPKP.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal7

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi DKPKP.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat me.lyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat;

c. pengoordinClsian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran DKPKP;
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d. pela!<sanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP oleh
Unit Kerja DKPKP;

e. pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DKPKP;

g. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

h. p€'laksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerum"u,tanggaan DKPKP;

i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DKPKP;

j. pelaksanaan publ!kasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara DKPKP;

k. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan Si'lrana kerja DKPKP;

I. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas DKPKP; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan
administrasi umum DKPKP.

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Umum mempunyai iugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
DKPKP;

d. melaksanakan kegiatan perigelolaan kearsipan, data dan informasi
DKPKP;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaal1 kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor DKPKP;

f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung dan peralatan kerja DKPKP;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUpertemuan dan perpustakaan
DI<PKP;

h. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara
DKPKP;

i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja
kantor DKPI<P;

j. mener/ma, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan
pemlatan kerja kantor DKPKP;
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k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dioukukan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal9

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian DKPKP.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana str'ategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan ~enatausahaan kepegawaian DKPKP;

d. melaksanakarl pengurusan kesejahteraan pegawai DKPKP;

e. rr:elaks~nakan kegiatan pengembangan karier pegawai DKPKP;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendaiiall dan evaluasi disiplin
pegawai DKPKP;

g. melaksanakan analisa kebutuhan pegawai;

h. m81aksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional
dan pegawai teknis bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja pegawai DKPKP;

j. menghimpun, mengolah, llIenyajikan dan memelihara data, informasi
dan dokumen kepegawaian; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawaian.

Pasal10

(1 ) Subbagian
Sekretariat
DKPKP.

Perencanaan dan Anggaran merupakan satuan kerja
dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran

(2) 3ubbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(3) Subt.agian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tuga::; :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;
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c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran DKPKP;

d. mengoordinasikan penyusunan renca,la strategis dan rencana kerja
dan anggaran Sekretariat;

e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana strategis, dan dokumen pelaks3naan anggaran
DKPKP oleh unit kerja DKPKP;

f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan
terhadap unit kerja DKPKP;

g. mengelola teknologi informasi;

h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas DKPKP;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Sekretariat; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
SUbbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal11

(1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan DKPI(P.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat f>esuai dengan lingkup tugasnya;

c. rr.elaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan DKPKP;

d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
DKPKP;

e. menerima, meneliti, dan menguji kelengkapan serta memproses Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;

f. melaksanakan proses penerbitan surat perintah membayar;

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan k8uangan DKPKP;

h. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset DKPKP;

i. m6ncatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset DKPKP;

j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis ;:Jenyusunan laporan dan
bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja DKPKP;

k. mengoordinasikan tugas Bendahara;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan

m. melaporkall dan mempertanggung,iawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.
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Bagian Keempat

Bidang Kelautan

Pasal 12

(1) Bidang Kelaulan merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
pengelolaan pesisir, laut, pulau-pulau kecil serta sumberdaya kelautan dan
,:>erikanan.

(2) Bidang Keiautan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
::>erkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Bidang Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan
[J6sisir, laut, pulau-pulau keeil serta sumberdaya kelautan dan perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kelautan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran Bidang
Kelautan;

b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kel2utan;

e. penyusunan reneana dan pengaturan tata ruang r>esisir, laut dan
pulau-pulau kecil;

d. pendayagunaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau keeil;

e. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis petunjuk
pelaksanaan serta petunjuk teknis kegiatan kelautan;

f. penyusunan kebijakan penataan dan pelaksanaan pengelolaan
perairan di wilayah pesisir, iaut dan pulau-pulau kecil;

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata I<eiola, pendayagunaan
dan pengawasan dan pengendalian pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

h. fasilitasi pengembangan ekonomi kelautan masyarakat pesisir, dan
pulau-pulau keeil;

i. mitigasi beneana di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum
terkait pelanggaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
pesisir, laut dan pulau-pulau keeil;

k. pelaksanaan perlindungan plasma nutiah sumber daya kelautan dan
perikanan;

I. pelaksanaan konserva3i dan rehabilitasi sumberdaya pesisir, laut dan
pulau-pulau keeil;

m. pelaksanaan koordinasi peneegahan dan penanggulangan
peneemaran di Wilayah pesisir, laut dan Pulau-pulau Keeil (WP3K);

n. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Bidang Kelautan lingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi
dan Unit Pelaksana Teknis;
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o. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau keeil;

p. penyiapan data statistik dan informasi Bidang Kel<Jutan; dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Kelautan.

Pasal 14

(1) Seksi Tata Kelola Pes!sir, Laut dan Pulau-pulau Kecil merupakan satuan
kerja Bidang Kelautan dalam pelaksanaan pengelolaan laut, pesisir dan
pulau-pulau kecil.

(2) Seksi Tata KeJola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Keeil dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudul<an di bawah dan bertanggung
jaw:::b kepada I<epala Bidang Kelautan.

(3) Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. menyusun reneana tata ruang pengelolaan pesisir, laut dan pulau­
pulaL: ked;

d. menyusun kebijakan, pedoman, dan standar teknis pengelolaan
pesisir, laut r:lan pulau-pulau kecil seeara efisien, terpadu dan
berkelanjutan dan menyusun peta potensi, tata ruang sumbel' daya
kelautan;

e. melaksanakan koordinasi penetapan dan pelaksanaan pemasangan
rambu-rambu laut, mitigasi kerusakan Iingkungan pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil;

f. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi pesisir, laut jan pulau-pulau
keeil;

g. melaksanakan perlindungan plasma nutfah sumberdaya kelautan dan
perikanan;

h. me:akukan koordinasi peneegahan dan penanggulangan peneemaran
dan kerusakan sumber daya ikan serta Iingkungannya;

melaksanakan pengendalian pembangunan di wilayah pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi sumberdqya pesisir, laut dan
pulau-pulau kecil;

k. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai laut, pesisir dan
pulau-pulau keeil; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Tata Kelola, Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal15

(1) Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulnu-pulau Keeil merupakan
satuan kerja Bidang Kelautan dalam pelaksanaan pendayagunaan laut,
pesisir dan pulau-pulau kecil.
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(2) Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Keeil dipimpin oleh
seorang Kepala SeKsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

(3) Seksi PGndayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Keeil mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan reneana strategis dan rene,ma kerja dan anggaran
Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kelautan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

e. menyusun kebijakan, pedoman, dan standar teknis pendayagunaan
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

d. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan usaha kemitraan kegiatan
pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

e. menyebarlu3skan informasi dan pramosi kegiatan pendayagunaan
pesisir, laut dan pulau-pulau ,keeil;

f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan
dalam pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

g. melaks<:.nakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil;

h. melakukan pengembangan potensi wisata bahari dan jasa kelautan
lainnya;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendayagunaan pesisir, laut
dan pulau-pulau keeil;

j. me,nghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data, survei dan informasi mengenai
pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

k. mengoordinasikan penyusunan reneana strategis dan reneana kerja
dan anggaran Bidang Kelautan;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Kelautan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Keeil.

Pasal16

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan merupakan satuan kerja Bidang Kelautan dalam pelaksanaan
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan
usaha hasil perikanan.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberday:, Kelautan dan
Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelautan.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumherdaya Kelautan dan
Perikanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Kelautan sesuai dengan Iingkup tugasnya;



15

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaks:?naan anggaran
Bidang Kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis,
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pengawasan pencemaran dan k&rusakan sumber daya
ikan serta lingkungannya;

e. melaks;.makan pemberian pertimbangan hukum dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyampaian bahan
penanganan hukum di bidang kelautan dan perikanan;

f. meJaksanakan oengawasan dan pengendalian pembangunan di
wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

g. melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan dan
mengajukan hasil pemberkasan dan tindak lanjut pelanggaran di
bidang kelautan dan perikanan;

h. mclaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan, pemanfaatan pulau­
pulau kecil dan benda berharga muatan kapal tenggel2m;

i. melaksanakan pengawasan perikanan budidaya, tangkap, pengolahan
dan peredaran biota yang dilarang;

j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data, survei dan in-rormasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan nan perikanan;

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan

Pasal17

(1) Bidang Perikanan merupakan unit kerja lini DKPKP dalam pelaksanaan
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan
perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan
pengolahan da'1 pemasaran hasil perikanan.

(2) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal18

(1) Bidany Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan perikanan
tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pengelolaan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan renGana kerja dan 8'1ggaran Bidang
Perikanan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perikanan;
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<;. penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk
teknis kegiatan perikanan;

d. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan pembangunan perikanan,
pengembangan sarana dan prasarana perikanan;

e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas
terbitnya izin dan rekomendasi;

f. pemantauan peredaran hasil perikanan tokal, ekspor dan impor;

g. pembinaan, pelayanan dan pengembangan kegiatan perikanan dan
kelompok binaan yang menjadi Iingkup tugas DKPKP;

h. pelaKsanaan monitoring, pengendalian, supervisi, evaluasi kegiatan
perikanan;

i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan
pengembangan perikanan yang dilakukan oleh Suku Cinas Kota, Suku
Dinas Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis lingkup perikanan;

j. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Bidang
Perikanan;

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Perikanan.

Pasal 19

(1) Seksl Pengelolaan Perikanan 8udidaya merupakan satuan kerja Bidang
Perikanan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perikanan
budidaya.

(2) Seksi Pengelolaan Perikanan Budidaya dipimpi" oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perikanan.

(3) Seksi Pengelolaan Perikanan 8udidaya mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perikanan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian oerikanan budidaya;

d. rnenyediakan rancang bangun teknologi, prasarana/sarana perikanan
budidaya;

e. melaksanakan bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring, fasilitasi,
dan evaluasi teknik dan manajemen usaha perikanan budidaya;

f. melaksanakan upaya dan kegiatan pengembangan perikanan
b'Jdidava antara lain melalui kernitraan dan kerja sama;

g. melaksanakan pengawasan terhadao produksi, peredaran dan
penggun'3an bahan dan obat untuk perikanan budidaya;

h. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
pembinaan dan pengembangan perikanan budicaya yang dilakukan
olGh Suku Dinas Kota dan Suku Dinas Kabupaten;

i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
at<1S terbitnya izin dan rekomendasi;

j. menghimpun, mengolah, memelihara, mengembangkan, menyajikan
dan mernanfaatkan data, statistik dan informasi bidang perikanan
budidaya;
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k. mengoordinasikan penyusunan reneana strategis dan reneana kerja
dan anggaran Bidang Perikanan;

I. mengoordinasikan penyusunan laporen keuangan, kinerja, kegiatan,
dan akuntabilitas Bidang Perikanan; dan

m. mQlaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Pasal20

(1) Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap merupakan satuan kerja Bidang
Perikanan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembimgan perikanan
tangkap.

(2) Seksi Pengelolaan Perikc.nan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perikanan.

(3) Seksi Pengelo!aan Ferikanan Tangkap mempunyai tl~gas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Bidang Perikanan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perikanan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap;

d. menyusun ;:>edoman pelaksanaan penerapan teknologi perikanan
tangkap, te::Jat guna, lestari dan bertanggung jawc.b;

e. menyusun rar-eang bangun dan pembangunan, serta pengembangan,
prasarana dan sarana perikanan tangkap;

f. menyiapkan pedoman pemanfaatan dan pengfllolaan sumber daya
ikan;

g. melaksanakan standardisasi kelaikan kapal perikanan/fisik kapal dan
penggunaan sarana perikanan tangkap;

h. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pelatihan terhadap
kelompok usaha perikanan tangkap dan kebijakan pemberdayaan
nelajan keeil;

i. mengoordinasikan penyelenggaraan, implementasi dan monitoring
evaluasi lembaga perikanan tangkap;

j. mengembangkan observasi di atas kapal ikan dalam rangka kegiatan
penangkapan ikan yang bertanggung jawab;

k. menyiapkan bahan kerja sama pengembangan teknologi penangkap
ikan dengan instansi terkait;

I. mel8ksanakan bimbingan, pelatihan dan sertifikasi pengawakan kapal
penangkap ikan, fasilitasi ientang pemakaian fasilitas saran8/
prasarana pelabuhan perikanan/pelelangan ikc.n;

m. melaksanakan pengaturan, pengendalian, per.gawasan dan
peningkatan kemampuan armada perikanan tangkap;

n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian,
pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi perikanan
tangkap;
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o. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnya izin dan rekomendasi;

p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pasal21

(1) Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran HasH Perikanan
merupakan satuan kerja Bidang Perikanan dalam pelaksanaan
pengawasan dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasH
perikanan.

(2) Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pemasarclll HasH Perikanan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

(3) Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana stralegis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Perikanan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perikanan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

s. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian mutu, olahan, pemasaran dan usaha hasil perikanan;

d. menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan teknologi mutu dan
olahan, pemasaran usaha hasH perikanan;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnya izin dan rekorne!1dasi;

f. melaksanakan pembinaan kegiatan mutu, olahan, pemasaran dan
usaha hasil perikanan;

g. melaksanakan monitoring, dan pengawasan terhadap pemakaian
bahan dan obat pada unit pengolahan;

h. menyusun standardisasi/kelayakan prasarana dan sarana unit
pengolahan;

i. melaksanakan penger.dalian mutu di unit penanganan, pengolahan,
dan pemasaran hasil perikanan;

j. menyiapkan data dan informasi terkait mutu, olahan dan usaha hasil
perikanan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 22

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rnerupakan unit kerja lini
DKPKP dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan pengelolaan peternakan, kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner.
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(2) Bidang Peteonakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal23

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan pengelolaan peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. penyysunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan
teknologi produksi, prasarana dan sarana peternakan, kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar tekr:is pengendalian
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit
reproduksi;

9. penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha,
investasi, kelembagaan bidang peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;

f. penyusunan kebijakan dan pedoman perlindungan masyarakat
terhadap bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh hewan, produk
pilngan asal hewan dan produk hewan non pangan;

g. penyusunan kebijakan pengembangan dan penerapan sistem jaminan
keamanan dan :sistem manajemen mutu produk hewan;

h. penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan
penertiban pemotongan hewan, peredaran produk pangan asal hewan
dan produk hewan non pangan;

i. pelaksanaan pengawasan, pengendali~n, monitoring dan evaluasi atas
terbitnya izin dan rekomendasi;

j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner Iingkup Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Unit
Pelaksana Teknis;

k. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan bidang peternakan, kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;

I. penyiapan data statistik dan informasi Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaan tugas dan fungsi
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal24

(1) Seksi Pengelolaan Peternakan merupakan satuan kerja Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian produksi dan usaha hasil
peternakan.
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(2) Seksi Pengeloiaan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Seksi Pengelolaan Peternakan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidai1g Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian produksi dan usaha hasil peternakan;

d. menyusun dan melaks8nakan kebijakan pengembangan dan
penerapan sistem jaminan keamanan dan sistem m&najemen mutu
produk hewan;

e. melaksanakan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian teknologi perbibitan,
produksi peternakan, kawasan peternakan. budidaya hewan
kesayangan, bibit dan pakan ternak;

f. melaksanakan pemantauan, bimbingan, kQnsultasi, fasilitasi dan
pendampingan teknis, managemen, pemasaran/promosi dan permodalan
di bidang usaha hasil peternakan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
penertiban, pelaksanaan peraturan bidang peternakan dar) kesehatan
h8\..'Van;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnya izin dan rekomendasi;

i. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan
memanfaatkan data serta informasi kegiatan usaha hasH petenakan;

j. melaksanakan pameran dan prolliosi di bidang peternakan dan
kesehatan hewan;

k. melaksanakan pengendalian dan penanganan limbah peternakan;

I. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hewan dan
produk hewan antar daerah dan Provinsi;

m. rT,engofJrdinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Peternakan.

Pasal25

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan satuan kerja Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan
pengembangan pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat
veteriner.
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(2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
,

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mellyusun kebijakan, pedoman, standar teknis pelaksanaan
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian
kesehatan dan higiene sanitasi usaha produk hewan dan produk
p'::;iigan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Hnlal (ASUH);

d. menyusun kebijakan dan pedoman perlindungan masyarakat terhadap
bahaya penyokit yang ditimbulkan oleh hewan, produk pangan asal
hewan dan produk hewan non pangan;

e. menyusun kebijakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan
penertiban pemotongan hewan, peredaran produk pangan asal hewan
dan produk hewan non pangan;

f. melaksanaknn koordinasi dan supervisi pelaksa'1aan penyelenggaraan
pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan pada hari
besar keagamaan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesejahteraan
hewan;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnyil izin dan rekomendasi;

i. melaksanakan kerja sama dan koordinasi kegiatan kesehatan
masyarakat veteriner;

j. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan kesehatar. masyarakat
veteriner pada unit usaha produk hewan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kesehatan Masyarakat V6teriner.

Pasal 26

(1) Seksi Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan
pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan.

(2) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedu'dukan di bawah dan bertanggung jawab kepad<J Kepala Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Seksi Kesehatan Hewan memp~nyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan lingkup
tLi·ddsnya;

c. menyusun
pembinaan,
hewan;

d. menyusun kebijflkan, pedoman dan standar teknis pengendalian
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan penyakit
reproduksi;

e. melaksanak"n epidemiologi dan pemetaar. penyakit heNan dan ternak;

f. mengendalikan pelaksa:laan pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan menular, penyakit reproduksi dan kemajiran;

g. membir.a pelaksanaan pemantauan kesehatan hewan di pusat
kesehatan hewan dan tempat penjualan hewan kesayangan;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnya izin dan rekomendasi;

i. melaksanakan monitoring dan penaendalian kegiatan kesehatan
hewan;

j. melal<sanakan monitoring, pengendalian dan pengawasan peredaran
obat hewan;

k. melaksanakan kerja sarna dan koordinasi dalam kegiatan kesehatan
hewan; dan

I. melaporkan dan mempertanggunyjawClbkan pelaksanaan tugas seksi
kesehatcln hewar..

Bagian Ketujuh

Bidang Pertanian

Pasai 27

(1) Bidang Pertanian merupakan unit kerja Iini DKPKP dalam pelaksanaan
pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan
pertanian perkotaan, pengelolaan pengolahan rian pemasaran hasil
pertanian serta pengendalian mutu dan standardisasi hasil pertanian.

(2) Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

?asal28

(1) Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertanian
perkotaan, pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta
pengendalian mutu dan standardisasi hasH pertanian

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pertanian;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen ;:Jelaksanaan anggaran
Bidang Pertanian;

c. pelaksanaan analisa data potensi dan statistik pertanian sebagai bahan
informasi penentu kebijakan;

d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan
burJidaya pertanian dan peningkatan produksi tanaman pertanian,
pasca panen, olahan hasil pertanian;

e. peng1<.ajian dan perumusan kebijakan kebutuhan penerapan teknologi
baru (inisiasi) di bidang budidaya, usaha pemasaran, pasca panen dan
olahan hClsii pertanian;

f. penyusunan kebijakan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi
kegiatan pertanian perkotaan, pengendalian organisme pengganggu
tanaman pertanian, pengembangan perbenihan pertanian, penghijauan
produktif dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian
dan pemasaran pertanian;

g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan petugas dan pengawasan
penggunaan, penyimpanan peredaran pupuk dan pestisida;

h. pelaksanaan pembinaan teknis dan koordinasi lintas sektoral tingkat
Provinsi;

I. pelaksanaan koordinasi kegiatan pameran, promosi, display dan
publikasi hasil pertanian;

j. pelaksanaan pengendalian, supervisi, monitoring dan 8valuasi kegiatan
pertanian;

k. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan investasi serta
permodalan;

I. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan
pengembangan pertanian yang dilakukan oleh Suku Dinas Kota, Suku
Dinas Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis dan UPT lingkup
pertanian;

m. pengembangan kewirausahaan dan kemitraan hasil pertanian;

n. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian; dan

o. penyusunan laporan dan pertanggungjawat:.an pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Pertanian.

Pasal 29

(1) Seksi Pengelolaan Pertanian Perkotaan merupakan satuan kerja Bidang
Pertanian dalam pengembangan pengelolaan pertanic::n perkotaan.

(2) Seksi Pengelolaan Pertanian Perkotaan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksl yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pertanian.

(3) Seksi PengelolClan Pertanian Perkotaan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusull bilhan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanan
pertanian perkotaan;
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d. melakukan pembinaan pertanian melalui pengembangan teknologi
budidaya;

e. menyiapkan bahan kebijakan, koordinasi, supervisi, monitoring,
evalL:asi dan pembi:laan pertanian perkotaan, pengendalian
Organisme Psngganggu Tanaman (OPT), penghijauan produktif,
Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian dan perbenihan;

f. melakukan pembinaan dan pengembangan penggunaan sarana dan
prasarana budidaya pertanian perkotaan;

g. melakukan koordinasi pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
oengendalian budidaya pertanian perkotaan;

h. mclakukan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat
dalam kegiatan pertanian perkotaan;

i. melakukan pengolahan dan penggunaan data informasi pertanian;

j. mp-Iaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembinaan
penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk
pestisida dan sarana prasarana produksi;

k. mengoordinasikan penyusunan dan mengolah data laporan serta
menyajikan data statistik pertanian;

I. melaksanakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian;

m. melakukan inventarisasi, optimalisasi penggunaan dan pemantauan
kawasan lahan budidaya pertanian; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjaw<1bkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Pertanian Perkotaan.

Pasal30

(1) Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pomasaran Hasil Pertanian
merupakan satuan kerja Bidang Pertanian dalam pelaksanaan
;:>engembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(2) Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil P8rtanian dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.

(3) Seksi Pengelolaan Pengolahan dan Pernasaran Hasil Pertanian
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pe:aksanaan penanganan
dan pengembangan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian;

d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian peralatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian;

e. melaksanakar. pengelolaan data informasi dan penyiapan bahan
kebijakan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;
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f. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan dan peningkatan
produksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

g. malaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan
pengendalian penggunaan peralatan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian;

h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
penanganan pasca panen serta pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian;

i. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi
penganekaragaman praduk olahan hasil pertanian;

j. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan penerapan
teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;

k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan investasi serta
permodalan usaha tani;

I. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan wisata agra;

m. melaksanakan temu karya, temu usaha, temu wiCdra dan kemitraan di
Bidang Pertanian;

n. menyiapkan bahan informasi analisa usaha tani;

pemantauan
memfasilitasi

dan

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pameran, pramosi,
display doln publikasi hasil pertanian;

p. (nengumpulkaii, mengolah, menganalisa
data/informasi pasar komoditas pertanian serta
pemasaran praduk pertanian; dan

q. me1aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Has;1 Pertanian.

Pasal 31

(1) Seksi Pengendalian tvlutu dan Standarisasi Hasil Pertanian merupakan
satuan :<erja Bidang Pertanian dalam peiaksanaan pengembangan dan
pengawasan mutu dan standardisasi hasil pertanian.

(2) Seksi Pengendalian Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
.iawab kepada Kepala Bidang Pertanian.

(3) Seksi Pengendalian Mutu dan Standardisasi Hasil Pertanian mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumer pelaksanaan anggaran
Bidang Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. m'myusun pedomanipetunjuk teknisipetunjuk pelaksanaan pengembangan
mutu dan standardisasi hasil pertanian;

d. menyiapkan pedoman dan pembinaan standardisasi mutu hasil serta
melakukan pengkajian peningkatan mutu hasil pertanian;

e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengembangan mutu dan
standardisasi hasil pertanian;
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f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan mutu dan
standardisasi hasil pertanian;

g. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengembangan mutu dan
standardisasi hasil pertanian;

h. melaksanakan pembinaan. pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi mutu dan standardisasi hasil pertanian;

i. mengumpulkan, mengolah, menganalisa datalinformasi mutu dan
standardisasi hasil pertanian;

j. melaksanakan pemantauan peredaran dan penyimpanan pupuk dan
pestisida;

k. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Pertanian;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, k;nerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pertanian; dan

m. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengendalian Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.

Bagian Kedelapan

Bidang Kehutanan

Pasal 32

(1) Bidang Kehutanan merupakan unit kerja Iini DKPKP dalam pelaksanaan
pengelolaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan pengelolaan hutan dan penghijauan, usaha kehutanan serta
konservClsi sumberdaya alam.

(2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal33

(1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas dalam pengelolaan, pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan
hutan dan penghijauan, usaha kehutanan, serta konservasi sumberdaya
alam.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kehutanan menyelenggarakan fLingsi :

a. ,Jenyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang
kehutanan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
bidang kehutanan;

c. pengelolaan kawasan hutan dan pembinaan pengembangan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) hLitan kota;

d. pengawasan dar, pengendalian kawasan hLitan dan hutan kota,
tumbuh-tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi dan non appendix cites;

e. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama pengelolaan Daerah Aliran
Sunga: (DAS);

f. pelaksanaan pembinaan penghijauan lirlgkungan;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengusahaan
peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
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h. penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan pengukuran dan
per,gujian, pengawetan, pengeringan, penimbunan dan industri primer
hasi: hutan:

I. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monibring dan evaluasi atas
terbitnya izin dan rekomendasi;

j. pelal<sanaan pencatatan, pelaporan dan monitoring retribusi di bidang
kehutanan;

k. pelaksanaan dan pengembangan konservasi sumber daya hutan;

I. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kehutanan;

m. pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, pemberkasan perkara dan
penertiban di bidang kehutanan;

n. penyelenggaraan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu di
bidang kehutanan;

o. pelaksanaan koordinasi pengembangan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang kehutanan;

p. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan jaerah asal hasH
hutan;

q. pelaksanaar koordinasi dan kerja sama dengan instansi penegak
hLkum dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang
kehutanan; dan

r. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi bidang kehutanan.

Pasal 34

(1) Seksi Pengelolaan Hutan dan Penghijauan merupakan satuan kerja
Bidang Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan, pembinaan,
pengawdsan dan pengendalian hutan kota dan penghijauan lingkungan.

(2) Seksi Pengelolaan Hutan dan Penghijauan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkeduduka!1 di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kehutanan.

(3) Seksi Pengelolaan Hutan dan Penghijauan mempunyai tugas :

a. menyusLin bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dnkumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kehutanan sesuai dengan Iingkup tagasnya;

c.. menyusun pedornan/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pengelolaan
kawasan hLitan, hutan kota dan penghijauan lingkungan;

d. mengusull<an dan menyelengg3rakan pemantapan kawasan hutan dan
hutan kota;

e. melaksanakan pengelolaan kawasan hutan dan hutan kota;

f. melaksanakan pembinaan tenaga teknis Pengendali Ekosistem Hutan
(PEH);

g. rrelaksanakan kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan
kawasan hutan, hutan kota, dan penghijauan Iingkungan untuk
mendukung pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
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h. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnya izin dan rekomendasi;

i. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi
kawasan hutan, hutan kota, dan penghijauan lingkungan;

j. melaksanakan pernbinaan teknis kon3ervasi tanah dan air dalam
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

k. melaksanakan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan
kota;

I. melaksanal<an pengamanan d?n pengawasan kawasan hutan dan
hutan kota;

m. membangun dan memelihara prasarana dan sarana kawasan hutan
dan hutan kota;

n. memungut, menyetorkan dan melaporkan retribusi kawasan hutan dan
hutan kota; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pe1aksanaan tugas Seksi
Pengslolaan Hutan dan Penghijauan.

Pasal 35

(1) Seksi Pengawasan Usaha Kehutanan merupakan satuan kerja Bidang
Kehutanan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian
dan pengusahaan, peredaran dan pemanfClatan hasil hutan.

(2) Seksi PengawasCln Usaha Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kehutanan.

(3) Seksi PengawasCln Usaha Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bldang Kehutanan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun standar dan [lrosedur pengukur3n dan pengujian hasi!
hutan serta penyusunan pedoman penimbunan, pengawetan,
pengeringan dan pengolahan kayu;

d. m'=llaksanakan pembinaan terhadap kegiatar, pengukuran dan
pengujian, pengawetan, pengeringan, penimbunan dan industri primer
hasil hutan;

e. melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian dan
p8ngusahaan, peredaran dan pemanfaatan hasi! hutan;

f. melaksanakan pembinaan tenaga penguji (ganis) dan pengawas
penguji (wasganis) hasil hutan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan tentang
usaha dan kegiatan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;

h. melaksanakan pengelolaan surat keterangan sahnya hasi! hutan atau
dokumen c;ngkutan hasil hutan dari daerah asal;

i. menghimpun, mengolah, memeiihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi pengusahaan, peredaran dan
pemanfaatan hasi! hutan;
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j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usara masyarakat di
bidang pengusahaan, peredaran dan pemanfaatan hasH hutan;

k. memungut, menatausah<Jkan, menyetorkan, melaporkan dan
mempertanggungjawabkan Provisi Sumber Daya HUian (PSDH) dan
Dana Reboisasi (DR);

I. melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencara Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) HasH Hutan;

m. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
alas terbitnya izin dan rekomendasi;

n. nlelaksanakan pembinaan teknis Pengolahan hasil hutan pada pelaku
usaha di bidang hasH hwtan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengawasan Usaha Kehutanan.

Pasal 36

(1 ) Seksi Konservasi Sumberdaya Hutan merupakan
Kehutanan dalam pelaksanaan pembinaan,
pengendalian konservasi sumberdaya hutan.

satuan kerja Bidang
pengawasan dan

(2) Seksi Konserv,asi Sumberdaya Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kehutanan.

(3) Seksi Konservasi Sumberdaya Hutan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bida'lg Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun pedomanipetunjuk teknisipetunjuk pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan konservasi sumberdaya hutan;

d. melaksana1<an pembinaan, monitoring dan pengembangan konservasi
sumberdaya hutan;

e. membina dan mengembangkan usaha masyarakat di bidang
konservasi sumberdaya hutan;

f. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi konservasi sumberdaya hutan;

[J. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
atas terbitnya izin dan rekomendasi;

h. melaksanakan pcngawasan, pengamanan dan penyelidikan mengenai
peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan non
appendix cites sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian
internasional yang berlaku;

i. melaksanakan kegiatan pembinaan usaha pelestarian tumbuhan dan
satwa langka yang tidak dHindungi dan non appendix cites sesuai
peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang
berlaku;

j. melakukan pembinaan Penyuli.Jh Kehutanan, Polis! Kehutanan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pengendali Ekosistem
Hutan (PEH) Bidang Konservasi;
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k. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana di bidang
kehutanan dalam Iingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

I. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi
sumberdaya hutan;

m. melaksanakan pengembangan ekowisata dan pemanfaatan jasa
Iingkungan kawasan hutan serta hutan kota;

n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan konservasi
sumberdaya hutan;

o. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Kehutanan;

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan,
dan akuntabilitas Bidang Kehutanan; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Konservasi Sumberdaya Hutan.

Bagian Kesembilan

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pasai 37

(1) 8idang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unit kerja Iini
DKPKP dalam pelaksanaan lJembinaan, pengembangan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi
dan keamanan pangan serta penyuluhan.

(2) 8idang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal38

(1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan
keamanan pangan serta penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya( (1), Bidang
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

a. ;>enyusunan rencana strategis dan rencana kerjCl rlCln anggaran Bidang
Ketallanan Pangan dan Penyuluhan;

b. pelnksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan stancar teknis pelaksanaan,
kuordinasi pembinaan, pengembangan dan pengendalian ketahanan
pangan dan penyuluhan;

d. pelaksanaan promosi pangan;

e. pelaksanaan pemsntauan, monitoring dan evaluasi, pengembangan
ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan
serta penyuluhan;

f. pelaksanaan Kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
pelapQran ponyuluhan;



31

g. penyusunan materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian dan
ketahanan pangan;

h. penyusunan pedoman umum, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan,
tnGnitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan; d2:l

i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Pasal 39

(1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan merupakan satuan kerja Bidang
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam pengelolaan ketersediaan dan
distribusi pangan.

(2) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

(3) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan rnempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Ketahanan PangRn dan Penyuluhan sesuai dengan lingkup
tuqasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

C. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan,
pengembangan, pengawasan dan pengendalian urusan ketersediaan
dan distribusi pangan;

d. melakukan pembinaan, koordinasi, pengernbangan ketersediaan dan
distribusi pangan serta kerja sama dengan lembaga terkait ketahanan
pangan dan penyuluhan;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketersediaan, harga pangan, bahan renc;ana tindak lanjut urusan
ketersediaan dan distribusi pangar.;

f. melakukan analisis ketersediaan, pasokan, distribusi dan harga
J::anq1m;

g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah produsen
pangan dan pusat distribusi;

h. melaksanakan pembinaan. penguatan keterseaiaan pangan pada
tingkat kelompok masyarakat;

i. menyusun materi informasi analisis perkembangan harga,
ketersediaan, pasokan dan distribusi pangan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanc::an tugas Seksi
Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Pasal 40

(1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan satuan kerja Bidang
Ketahanan Pangan dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
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(2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yafig berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Pel1yuluhan.

(3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

a. munyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan, pedoman dan standar
teknis pembinaan dfln pengembangan urusan konsumsi dan
keamanan pangan terpadu;

d. melakukan, pembinaan, koordinasi, pengembangan konsumsi dan
keamanan pangan serta kerja sama dengan lembaga terkait ketahanan
pangan dan penyuluhan;

e. melaksanakan sosialiasi, pemasyarakatan, apresiasi dan promosi
j)Jiigan;

f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan, pengendalian,
monitoring dan evaluas; analisis pola pangan harapan, pemetaan dan
pelayanan informasi konsumsi dan keamanan pangan terpadu;

g. melaksanakan pengembangan dan pembinaan pola konsumsi pangan
beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal;

h. melaksanakan kerja sama pengembangan pangan alternatif;

i. melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi urusan konsumsi dan keamanal1 pangan
terpadu;

j. menyusun materi informasi pola konsumsi pangall masyarakat;

k. menyelenggarakan pembinaan dan penanggulangan kerawanan
pangan dan gizi; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal41

(1) Seksi Penyuluhan merupakan satuan kerja Bidang Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan dalam pengelolaan penyuluhan.

(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

(3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sesuai dengan Iingkup
tugasnya;

c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan
penyuluhan;
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d. melaksanakan persiapan dan kegiatan penyuluhan;

e. melal\sanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyuluhan;

f. melaksanakan pengembangan penyuluhan;

g. melaksanakan kegiatan penunjang penyuluhan;

h. merumuskan kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan;

melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan penyuluhan;

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;

k. mengoordinasikan penyusunan. laporan keuC'.ngan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelRksanaan tugas Seksi
Penyuluhan.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Sarat,

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Pasal 42

(1) Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja DKPKP pada Kota Administrasi.

(2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinns serta secara operasional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 43

(1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
tJangan di wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ajat (1), Suku Dinas Kota
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaks<;jnaan anggaran
Suku Dinas Kota;

c. pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta
informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kota Adminislrasi;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalial1, monitoring dan
evaluasi urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

f. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SAj;

g. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan Jingkungan dan
pemeliharaannya;
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h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) pertanian dan kehutanan;

i. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

j. pelaksdnaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi
pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, petemakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

k. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kote. Administrasi;

I. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di
birlang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kebutanan dan
ketahanan pangan;

m. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

n. supervisi pelaksanaan tugas Seksi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kecamatan;

o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang SukJ Dinas Kota;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kota;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinas Kota;

r. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;

s. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Suku Dinas Kota; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ",yat (2) huruf t, untuk teknis dan
administrasi disarnpaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas
dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.

Pasal 44

Susunan Organisasi Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta
Timur terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perikanan;

d. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;

e. Seksi Pertani<ln dan Kehutanan;

f. Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

g. Subkelompok Jabatan Fungsior.al.
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Pasal 45

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan ~engoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

b. nJengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

Pasal46

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kota.

(2) Subbagian' Tata Usaha dipimpin oleh seorang Keoala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sulcu Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana sirategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Suku Dinas Kota;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dobmen peiaksanaan anggaran Suku Dinas
Kota;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kola;

f. melaksanakan pengelolaan keuangan Suku Di'lC's Kota;

g. melaksanal~an pengelolaan barang Suku Dinas Kota;

h. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Suku Dinas Kota;

i. rr,elaks'3nakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi
Suku Dinas Kota;

j. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan peralatan kerja Suku Dinas Kota;

k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
Suku Dinas Kota;

I. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas Kota;

m. melaksanakar. publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinas Kota;

n. melaksanakal" pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;

o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kantor Suku
Dinas Kota;
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p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;

q. m8ngoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan,
keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal47

(1) Seksi Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas 'Kota dalam
pelaksanaan pembinaan, pengcmbangan dan pengawasan perikanan.

(2) Seksi Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dir.as.

(3) Seksi Perikanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dclll anggaran
Suku Dinas Kota;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kola;

c. melaksanakan kegiatan pembangunan perikanan, pengembangan
sarana dan prasarana perikanan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi parizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan perikanan;

e. melaksanakan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pelayanan dan
fasilitaoi kegiatan dan usaha perikanan;

f. melaksanakan pembinaan kegiatan dan kelembClQaan kegiatan
perikanan;

g. menyebarluasl<an informasi, promosi dan pameran perikanan tingkat
wilayah;

'l. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;

i. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan perikanan;

j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran
perikanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan pencemaran dan
kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;

I. melaksanakan koordinasi perikanan pada lingkup Kota Administrasi;

m. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana perikanan;

n. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia
Serbahaya (OIKS) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

o. melaksanakan pengawasan dan monitoring mutu hasil perikanan;

p. melaksanakan penghimpunan, pengolahan c'a!l penyajian data dan
informasi perikanan Kota Administrasi; dan

q. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Perikanan.
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Pasal 48

(1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Satuan Kerja lini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian peternakan dan Kesehatan hewan.

(2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggunl; jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tuges :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnyc>;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pencegahan, pengenda!ian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

d. melal<.sanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentang produk pangan asal
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);

f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan peternakan;

g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaan;

n. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi
bidang peternakan;

i. melakukan inventarisasi,pembinaan mutu, usaha dan pemasaran serta
informasi produk hewan;

j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang
peredaran hasil peternakan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);

k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

I. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan,
peredaran bibitlbenih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik,
pecemaran limbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan .

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal49

(1) Seksi Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kota ualam pelaksc;naan pembinaan, pengembangan, pengawasar. dan
pengendalian pertanian dan kehutanan.

(2) Seksi Pertanian dan Kehutanan dipimpin o!eh seorann Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.
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(3) Seksi Pertanian dan Kehutanan mernpunyai tugas :

a. menyusun ~ahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakCln rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sE:suai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanal<an penyusunan, penyajian data potensi dan statistik
pertanian dan kehutanan tingkat Kota Administrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi produksi, pasca
penen dan olahan hasil pertanian;

e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian organisme
pengganggu tanaman;

f. melaksanakan pembinaail penggunaan, penyimpanc.n dan peredaran
pupuk dan pestisida;

g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingk;ungan dan
pemeliharaannya;

h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian
dan kehutanan;

melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan;

j. rnelaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan pertanian;

k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hClSii hutan dalam lingkup Kota Administrasi;

I. melaksanakan pembinaan penangarlan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanan;

n. melaksanakan pernbangunan dan pengernbangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hlltan kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman penghijauan;

q. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran
pertanian dan kehutanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS); dan

r. melaporkall dan mempertenggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pertanian dan Kehutanan.

Pasal50

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan satuan kerja Iini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku D'nas.
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(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kota;

d. melaksanakan promosi pangan dalam lingkup Kota Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
kc,nsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA);

h. menyu'sun materi informasi penyuiuhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada Iingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegia!an per.yuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kcta Administrasi; dan

k. rre!aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Kesebelas

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pasal 51

(1) Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja DKPKP pada Kota Administrasi
Jakarta Utara.

(2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas serta secara operasiorial berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Utara.

Pasal 52

(1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Ut'3ra.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota;

c. pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang kelautan,
perikanan, oertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta
informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
eVcJuasi urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan pada Iingkup Kota Administrasi;

f. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

g. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) pertanian dan kehutanan;

i. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

j. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi
pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
kGtahanan pangan;

k. pelaksanaan penegakan peraturan perundan]-undangan di bidang
kelautan, perikar.an, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kota Administrasi;

I. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di
bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

m. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

n. supervisi pelaksanaan tugas Seksi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan KecalTlatan;

o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kota;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinc.s Kota;

r. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;

s. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Suku Dinas Kota; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) huruf t, untuk teknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas
dan untuk operasional disampalkan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
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Pasal 53

Susunan Organisasi Suku Dinns Kelaulan, Pertanian dan Kelahanan Pangan
Kola Adminislrasi Jakarta Ulara lerdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subl::.agian Tala Usaha;

c. Seksi Kelaulan dan Perikanan;

d. Seksi Pelernaknn dan Kesehalan Hewan;

e. Seksi Pertanian dan Kehulanan;

f. Seksi Kelahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

g. Subkelompok Jabala:l Fungsional.

Pasal 54

Kepala Suku Dinas mempunyai lugas :

a. nlemimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan lugas dan fungsi Suku
Dinas Kola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

b. mengoordinasikan pelaksanaan IUg8s Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabalan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/alau
instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kot<l; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas dan fungsi
~uku Dinas Kola.

Pasal 55

(1) Subbagian Tala Usaha merupakan saluan kerja slof Suku Dinas Kola
dalam pelaksanaan adminislrasi pada Suku Dinas Kota.

(2) Subbagian Tala Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tala Usaha mempunyai lugas :

a. menyusun bahan rencana slrategis dan rencana kerja dan anggaran
SlJku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup lugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup lugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

d. mela!<.sanakan moniloring, pengendalinn dan evalua:>i pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kola;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kola;

f. me!aksanakan pengelolaan keuangan Suku Dina!: Kola;

g. melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kola;

h. melaksanakan ketatausahaan Suku Dinas Kola;

i. melaksanakan kegialan pengelolaan kearsipan, dala dan informasi
Suku Dinas Kola;
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j. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan peralatan kerja Suku Dinas Kota;

k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanar dan ketertiban Kantor
Suku Dinas Kota;

melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas Kota;

m. me:laksanakan publikasi kegiatan, upaeara dan pengaturan aeara Suku
Dinas Kota;

n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;

o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan paralatan Kantor Suku
Dinas Kota;

p. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis dan reneana
kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;

q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan,
keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal56

(1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembcmgan dan pengawasan
kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. me:aksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaiuasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan kelautan dan perikanan;

e. melaksanakan kegiataOl pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan:

f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kelautan dan
perikanan;

g. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia
Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

h. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan
kelautan dan perikanan;

i. melaksanakan pe:nyidikan penanganan tindak pidC'na dibidang kelautan
dan perikanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

j. melaksanakan dan mengoordinasikan peneegClhan, penanggulangan
dan pengawasan peneemaran dan kerusakan sumber daya kelautan
dan perikanan serta Iingkungannya;
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k. melaksanakan koordinasi pengawasan pembangunan di wilayah
pesisir. laut dan pulau-pulau kedl;

I. melaksanakan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;

m. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;

~. melaksanakan pengumpulan. pengolRhan dan penyajian data dan
informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kelautan dan Perikanan.

Pasal 57

(1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan. pengembangan.
per:gawasan dan pengendalian peternakan dan Kesc:~<::tan hewan.

(2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ke~ala Suku Dinas.

(3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

a. menyusun bahar: rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksRnaan anggaran
S'Jku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan pencegahan. pengendalian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;

e. melaksanakan pemberdayaan masyarc.kat tentang produk pangan asal
hewan yang Aman, Sehat. Utuh dan Halal (ASUH);

f. melaksanakan pembinaan. pengawasan. pengendalian. monitoring dan
evaluasi perizinan. reko~endasi. dan surat keteranaan lainnya pada
kegiatan peternakan;

g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaall;

h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi
bidang peternakan;

i. melakukan inventarisasi. pembinaan mutu. usaha dan pemasaran serta
informasi prcduk hewan;

j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang
peredaran hasil petern'3kan dalarn Iingkup tugas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);

k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

I. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan di luar Rumah Pemotongan Hewar, (RPH). pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan.
peredaran bibitlbenih pakan ternak. perizinan dokter hewan praktik,
pencemaran Iimbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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Pasal 58

(1) Seksi Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian pertanian dan kehutanan.

(2) Seksi Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Sek::i Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan, penyajian rlata potensi dan statistik
pertanian'dan kehuianan tingkat Kota AJministrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi produksi, pasca
panen dan olahan hasil pertanian;

e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian organisme
pengganggu tanaman;

f. melaksanakan pembinaan penggl;naan, penyimpanan dan peredaran
pupuk dan pestisida;

g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian
da'1 kehutanan;

i. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan asal
tumbuhan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan pertanian;

k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hasil hutan dalam lingkup Kota Administrasi;

I. melaksanakan pcmbinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanrln;

n. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutcm kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman peng~ijauan;

q. melaksanakan penyidikan penanganan tindsk pidana pelanggaran
pertanian dan kehutanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS); dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pertanian dan Kehutanan.
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Pasal 59

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Satuan Kerja Iini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembimlan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seora:lg Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan renCi'lna kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kota;

d. melaksanakan promosi pangan dalam lingkup Kota Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisa:>i data indikator kEJtahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA);

h. menyusun materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan p<lda lingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Keduabelas

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Administrasi

Pasal 60

(1) Sui<u Dinas Kabupaten merupakan unit kerja DKPKP pada Kabupaten
Admin;strasi.

(2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawsh dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 61

(1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi.
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(2) Untuk melaksanakan tugas 5ebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas
:<abupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kabupaten;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten;

c. pelaksanaan koordinasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan I<etahanan pangan pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan pengawasan kelautan, perikanan, rertanian, .peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten
Administrasi:

f. p81aksanaan pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

g. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi
pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

h. pelaksanaan penegakan peraturan penmdang-undangan di bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

i. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

j. p31aksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas
Kabupaten;

I. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kabupaten;

m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas
Kabupaten;

n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;

o. pangel01aan kearsipan, data dan inforrnasi Suku Dinas Kabupaten; dan

p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, untuk
teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada
Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaika" l<epala Suku Dinas
kepada Bupati.
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Pasal 62

Susunan Organisasi Suku Dinas Kabupaten terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Kelautan dan Perikanan;

d. Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan;

e. Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

f. Subkelompok Jabatan Funr;sional.

Pasal 1:33

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan

d. melaoorkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

Pasal64

(1) Subbagiari Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kabupaten.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan rli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kabupaten;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku
Dinas Kabupaten;

f. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas
Kabupaten;
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g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan; data dan informasi
Suku Dinas Kabupaten;

h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kar,tor, Suku Dinas
Kabupaten;

i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
Suku Dinas Kabupaten;

j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinas Kabupaten;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dillas Kabupaten;

I. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Cinas Kabupaten;

m. r.lenghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subba!;Jian Tata Usaha.

Pasal65

(1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerjalini Suku Dinas
Kabupaten dalam pelal<sanaan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

'3. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tug~snya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan kelautan dan perikanan;

e. melaksanai<.an kegiatan pemeliharaa'l dan perawatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelay<:lnan kelautan dan
perikanan;

g. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia
Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

h. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan
kelautan dan perikanan; .
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I. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang kelautan
dan perikanan dalam lingkup tugas PPNS;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan, penanggulangan,
dan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumber daya kelautan
dan perikanan serta lingkungannya;

k. melaksanakan koordinasi pengawasan pemb'3ngunan di wilayah
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

I. melaksanakan pengawasan dan mutu hasH kelautan dan perikanan;

m. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;

n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kelautan dan Perikanan.

Pasal 66

(1) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini
3uku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian peternakan, pertanian dan kehutanan.

(2) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan dipilT'pin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesua'i dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan, penyajian data potensi dan statistik
pertanian dan kehutanan tingkat Kabupaten Administrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan tekno1ogi produksi, pasca
panen dan olahan hasH pertanian;

e. melaksanakan koorainasi kegiatan pengendalian organisme
pengganggu t3naman;

f. melaksanakan pembinaan penggunaan, penyimpanan dan peredaran
pupuk dan pestisida;

g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembenihan pertanian;

j. melaksanakan pembinaan terhadap usah'3 dan pemasaran pertanian
dan kehutanan;

k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hasil hutan dalam lingkup Kabupaten Administrasi;
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I. melaksanakan pembinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanan;

n. melaksanakan pembangunan dan pengembanfj8n Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutan kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan pcrmohonan bibit tanaman penghijauan;

~. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran
pertanian, kehutanan dan peredaran hasil peternakan dalam lingkup
tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

r. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

s. melaksanakan pemeriksaan mutu da'l keamanan produk hewan;

t. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentan.;} produk pangan asal
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Helal (ASUH);

u. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan peternakan;

v. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaan;

w. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi
bidang peternakan;

x. fTle!akukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha d<!n pemasaran serta
informasi produk hewan;

y. melaksanakan pengawRsan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

z. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan,
peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik,
pencemaran limbah usaha peternakan, dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesL:ai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

aa. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Peternakan, Pertanian dan Kehutamm.

Pasal67

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan PenyuluhRn merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kabup8ten dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.
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(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
SLlku Dinas Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan c'okumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kabupaten;

d. melaksanakan promosi pangan dalam Iingkup Kabupaten Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengend?lian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketnhanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembir.aan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(&2SA);

h. menyusull materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
relaporan penyuluhan pada Iingkup Kabupaten Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Ketigabelas

Sek3i Din'3s Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan I<ecamatan

Pasal 68

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
merupakan satuan kerja DKPKP pada Kecamatan jj bawah Suku Dinas
Kota.

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Kecamatan Kota
Administrasi.

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
dipimpin oish seorang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camal.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kecamatan dibuat oleh Camat diserahkan secara
tertulis kepada Kepala Suku Dinas, untuk dicantumkan dalam daftar
penilaian Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kecamatan.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4)
wajib dicantumkan Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kecamatan dalam daftar penilaian Kepala Seksi Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan apabila
Kepala Suku Dinas berkeinginan mengubah penilaian dimaksud, harus
meminta persetujuan tertulis kepada Camnl.
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Pasal69

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan potensi kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan Kecamatan;

d. melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan,.
distribusi panga:l dan konsumsi pangan;

e. melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian,
peternakan dan hasil hutan;

f. mendukung pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

g. mendukung pemberdayaan masyarakat perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Bagian Keempatbe:as

Unit Pelaksana Teknis

Pasal70

(1) DKPKP dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan
fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi
pendukung terhadap tugas dan fungsi DKPKP.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja U"it Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelimabelas

Kelompok Jabatan Fungsiona:

Pasal 71

(1) DKPKP dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

(2) Suku Dinas Kota/Su!<.u Dinas Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok
Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional
DKPKP.

(3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
strukturalDKPKP.

Pasal72

(1) Dalam rangka mengembangkan profesilkeahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup DKPKP
dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk Iingkup Suku Dinas Kota dan
SUkL: Dinas Kabupaten atau Unit Pelak5ana Teknis y'3ng ditetapkan oleh
Kepala Dinas.
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelor,lpok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yar.g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d:angkat oleh Kepala
Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentu8n lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsion<.1 pada DKPKP diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal73

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKPKP wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD, Instansi Peme~intah/swasta dan masyarakat, dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
DKPKP.

Pasal74

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesllai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal75

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepalc. Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib memimpin,
mengoordir.asikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pe!aksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing­
masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, KepHla Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai Dada DKPKP wajib mengikuti
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai
ket&ntuan perundang-undangan.

Pasal76

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serla mengambillangkah-Iangkah
yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.
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Pasal77

(1) Kepala Dinas, Sekrstaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, I<epala Seksi, Ketua
I(elompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada DKPKP wajib
menyampaiknn laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang· menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
~p-nC1ambiian keputusan sesuai dengan kewenangan l11asing-masing.

Pasal78

(1) Sel<.retariat Daorah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pemb'naan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap DKPKP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubp-rnur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal79

(1) Pegawai pada DKPKP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri
atas:

a. P3gawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian DKPKP mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal80

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangRn negara/daerah.

Pasal 81

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah.
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BAB VII

ASET

Pasal 82

(1) Aset yang dipergunakan oleh DKPKP sebagai prasClrana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perunr:lang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal83

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh DKPKP dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau
bantuan dari pihClk ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dalam dClftar Barang Milik Daerah.

BAS VIII

PELAPORAN Df\N AKUNTABILITAS

Pasal84

(1) DKPKP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

a. kepe;:Jawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 85

Dalam rangka akuntabilitas DKPKP mengembangkan Sistem Pengendalian
Internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal86

Pengawasan terhadap DKPKP dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal87

Formasi Jabatan dan I<.ebutuhan peralatan kerja DKPKP diatur/ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur/Ketetapan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan priorita~ daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 87
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas i<elautan dan Pertanian,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal89

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya:'memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempa~annya dalam Beritn Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI OJlERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62111
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